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PERATURAN

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

NOMORCZAZTAHUN 2016
TENTANG
KELAS JABATAN

DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL,

Menimbang

a. bahwa berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
B/1157.2/M.PAN-RB/2/2016 Hal Persetujuan
Penetapan Perubahan Hasil Evaluasi Jabatan di
Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa
Nasional;

bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang
Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi
Pemerintah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan
Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan
Antariksa Nasional tentang Kelas Jabatan di
Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa

Nasional;

Mengingat...



Mengingat

-0 .

Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang
Keantariksaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 133, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5435);

Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994
tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3547);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003
tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan,
dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara
Rebuplik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
164);

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2015
tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional,

7. Keputusan...
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Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2015 tentang
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
Keputusan Presiden Nomor 4/M Tahun 2014;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun
2011 tentang Pedoman Penataan  Sistem
Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun
2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan Di
Lingkungan Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun
2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
2015-2019;

Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan
Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan
dan Antariksa Nasional;

Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan
Antariksa Nasional Nomor 15 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamatan
Antariksa dan Atmosfer;

Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan
Antariksa Nasional Nomor 16 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Balai Kendali Satelit,
Pengamatan Antariksa dan Atmosfer dan
Penginderaan Jauh Biak;

Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan
Antariksa Nasional Nomor 17 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Balai Uji Teknologi dan

Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Garut;

16. Peraturan...



Menetapkan
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16. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan
Antariksa Nasional Nomor 18 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Bumi

Penginderaan Jauh Parepare;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN
DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG KELAS
JABATAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA
PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan
kelas jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan
tingkat seorang Pegawai Negeri dalam rangkaian
susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda
dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam
hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat
persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan

sebagai dasar penggajian.

BAB II...



Kelas

BAB II
PENETAPAN KELAS JABATAN

Pasal 2

jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

terdiri atas :

a.

Kelas  Jabatan Struktural = sebagaimana
tercantum dalam Lampiran [ yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan
ini;

Kelas Jabatan Fungsional Tertentu
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari peraturan ini;

Kelas Jabatan Fungsional Umum sebagaimana
tercantum dalam Lampiran III yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan

ini.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 3

Peraturan Kepala tentang Kelas Jabatan di

Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa

Nasional, mulai dilaksanakan pada bulan Januari

2016.

BAB IV...



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4
Dengan berlakunya Peraturan Kepala ini maka
Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan
Antariksa Nasional Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Kelas Jabatan di Lingkungan Lembaga Penerbangan
dan Antariksa Nasional dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.

Pasal 5
Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

9 ,,

pada tanggal ¢

KEPAL?q
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THOMAS DJAMALUDDIN



LAMPIRAN I

PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN

ANTARIKSA NASIONAL
NOMOR 02. TAHUN 2016
TENTANG

KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA
PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

KELAS JABATAN STRUKTURAL

LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

NO. JABATAN KELAS JABATAN
L Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Tanpa Kelas
Nasional
Eselon I
2. | Sekretaris Utama 16
3. | Deputi Bidang Sains Antariksa dan Atmosfer 16
4. | Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan Antariksa 16
5. | Deputi Bidang Penginderaan Jauh 16
Eselon II
6. | Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan 15
Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan
7. 15
Hukum
Kepala Biro Kerjasama, Hubungan Masyarakat, dan
° Umum 15
9. | Kepala Pusat Sains Antariksa 15
10. | Kepala Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer 15
11. | Kepala Pusat Teknologi Penerbangan 15
12. | Kepala Pusat Teknologi Roket 15
13. | Kepala Pusat Teknologi Satelit 15
14. | Kepala Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh 15
15. | Kepala Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh 15
16. | Inspektur 15
17 Kepala Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan s
Antariksa
18. | Kepala Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara 15
0. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Standar 15

Penerbangan dan Antariksa




Eselon III

20. | Kepala Bagian Perencanaan 12
21. | Kepala Bagian Pemantauan dan Evaluasi 12
22. | Kepala Bagian Keuangan 12
23. | Kepala Bagian Sumber Daya Manusia 12
24. | Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana 12
25. | Kepala Bagian Hukum 12
26. | Kepala Bagian Kerjasama 12
27. | Kepala Bagian Hubungan Masyarakat 12
08, Kepala Bagian Layanan Pengadaan dan Barang Milik 12
Negara
29. | Kepala Bagian Persuratan dan Arsip 12
30. Kepala Bidang Program dan Fasilitas Pusat Sains 19
Antariksa
31. | Kepala Bidang Diseminasi Pusat Sains Antariksa 12
32. | Kepala Bagian Administrasi Pusat Sains Antariksa 11

33 Kepala Bidang Program dan Fasilitas Pusat Sains T
' Teknologi dan Atmosfer

Kepala Bidang Diseminasi Pusat Sains Teknologi
34. 12
dan Atmosfer

35 Kepala Bagian Administrasi Pusat Sains Teknologi
" | dan Atmosfer 1

36 Kepala Bidang Program dan Fasilitas Pusat T
' Teknologi Penerbangan

Kepala Bidang Diseminasi Pusat Teknologi

37.
Penerbangan 12
ag Kepala Bagian Administrasi Pusat Teknologi
. Penerbangan i

39 Kepala Bidang Program dan Fasilitas Pusat 1o
" | Teknologi Roket

40. | Kepala Bidang Diseminasi Pusat Teknologi Roket 12

41. | Kepala Bagian Administrasi Pusat Teknologi Roket 11

40 Kepala Bidang Program dan Fasilitas Pusat 1
' Teknologi Satelit

43. | Kepala Bidang Diseminasi Pusat Teknologi Satelit 12

44. | Kepala Bagian Administrasi Pusat Teknologi Satelit 11







